MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3685/DJA/HM.1.1/X1/2024 15 November 2024
Sifat . Penting

Lampiran . 1 (Satu) Berkas

Hal . Pemanggilan Peserta Rapat Koordinasi

Nasional Hasil Pengawasan Perlindungan Anak,
KPAI Tahun 2024

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama
di
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Whb.

Dalam rangka menindaklanjuti surat undangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor:
B-1244/KPAI/HA.03.02/11/2024 tentang Rapat Koordinasi Nasional Hasil Pengawasan Perlindungan
Anak, KPAI Tahun 2024 dengan tema “Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Perlindungan Anak
Menuju Indonesia Emas”. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara memberitahukan dan
menugaskan seluruh tenaga teknis di satuan kerja masing-masing agar mengikuti kegiatan dimaksud
yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal . Selasa - Rabu, 19 - 20 November 2024

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat :  Ruang Command Center/Media Center Satuan Kerja masing-masing
Media : Zoom

Meeting ID : 853 1089 3991
Password : RAKORNAS24

Ketentuan Zoom

a. Setiap Satuan Kerja 1 (satu) Akun Zoom, dengan penulisan Akun Zoom:
- Singkatan Satker_Nama Satker.
- Contoh: PTA_ Jakarta atau PA_Jakarta Pusat.

b. Bergabung ke Zoom 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

c. Peserta interaktif melalui Zoom dan harus mengaktifkan video.

Pakaian . PDH

Susunan Acara . Terlampir

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;

4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Catatan :

e UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 9\ | Balai

e Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE ';") Efgﬁ;‘:ﬂ‘ﬁfﬁ


http://www.badilag.mahkamahagung.go.id/
mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

SUSUNAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PENGAWASAN
PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
KPAI TAHUN 2024
“Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Pelindungan Anak
Menuju Indonesia Emas”

Lampiran Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama

Nomor

: 3685/DJA/HM.1.1/X1/2024

Tanggal : 15 November 2024

Hari / Waktu Agenda Kegiatan Keterangan
Tanggal
Selasa / 08.00 — 08.30 WIB | Registrasi P t Paniti
19 Nov 2024 .00 - 08. egistrasi Peserta anitia

08.30 — 08.45 WIB

08.45 — 08.50 WIB

08.50 — 08.55 WIB

08.55 -09.10 WIB

09.10 - 09.25 WIB

09.25 - 09.40 WIB

09.40 - 09.55 WIB

Pembukaan
1. Tarian Sambutan

2. Pengantar

3. Lagu Indonesia Raya

4. Pemutaran Video
Pengawasan KPAI

5. Sambutan Ketua KPAI

6. Sambutan Ketua
Komisi VIII DPR
Republik Indonesia

7. Sambutan Menteri

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Republik Indonesia

8. Sambutan Wakil
Presiden Republik
Indonesia sekaligus
Pembukaan Acara

Dinas Kebudayaan DKI
Jakarta

MC :
Helwina, Febrian

Arum

Operator:
Restu dan Rega

Ai Maryati Salihah

H. Marwan Dasopang,
M.Si.

Dra. Hj. Arifatul Chaoiri
Fauzi, M.Si

Gibran Rakabuming

Catatan :

e UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

e Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE *1’
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09.55-10.00 WIB

9. Pembacaan Doa

10. Foto Bersama

Muhammad Fakhry

HUMAS

10.00 - 10.30 WIB

10.30-11.00 WIB

11.00-11.30 WIB

11.30 -12.00 WIB

Sesil:
Presentasi Hasil
Pengawasan PHA

1. Pengawasan Hak
Sipil dan Partisipasi
Anak di Indonesia

Penanggap ;
Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

2. Pengawasan
Pencegahan
Perkawinan Anak di
Indonesia

Penanggap:

Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Moderator :
Aisyah Novanarima

Sylvana Maria A.

Drs. Jenderal
Muhammad Tito
Karnavian M.A., Ph.D

Ai Rahmayanti

Dra. Hj. Arifatul Choiri
Fauzi, M.Si

12.00 - 13.00 WIB

ISHOMA

Panitia

13.00 - 13.15 WIB

13.15-13.45WIB

13.45 -14.15WIB

14.15-14.45WIB

Stand Up Comedy

Sesill :
Presentasi Hasil
Pengawasan PHA

3. Pengawasan Anak
Putus Sekolah (ATS)
di Indonesia

Penanggap :
Menteri Pendidikan
Dasar dan

Pengantar MC

Moderator :
German E. Anggent

Aris Adi Leksono

Prof. Dr. Abdul Mu’ti,
M.Ed.

Catatan :

e UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

e Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE *,,
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14.45 -15.15WIB

15.15-15.45 WIB

Menengah Republik
Indonesia

4. Pengawasan
Implementasi
Kawasan Tanpa
Rokok (Satuan
Pendidikan dan
Taman Bermain Anak)
di Indonesia

Penanggap :
Menteri Kesehatan
Republik Indonesia

Jasra Putra

Budi Gunadi Sadikin

15.45 -16.00 WIB

Coffee Break

Panitia

16.00 - 17.00 WIB

Sesilll :

Rapat Koodinasi Komisi
Perlindungan Anak
Daerah (KPAD)

Meningkatkan Komitmen
dan Sinergitas
Pelindungan Anak
Menuju Indonesia Emas
Melalui Pendekatan Sub
Komisi:
1. Sub Komisi Kemitraan
/ Kerjasama

2. Sub Komisi

Pengaduan dan
Mediasi

3. Sub Komisi Data dan
Informasi

4. Sub Komisi Telaah
dan Kajian

5. Sub Komisi Advokasi
dan Kelembagaan

6. Sub Komisi
Monitoring dan
Evaluasi

Ai Rahmayanti

Ai Maryati Solihah
Jasra Putra

Dian Sasmita dan
Sylvana Maria.A

Kawiyan

Margareth
Maemunah

Aliyatul

Diyah Puspitarini
Ai Rahmayanti
Aris Adi Leksono

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

9
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Rabu / 08.00 — 08.30 WIB|1. Pengantar MC
20 November 2. Review Substansi
2024 Hari Pertama
Sesi |V : Moderator :

08.30 — 09.00 WIB

09.00 — 09.30 WIB

09.30 - 10.00 WiIB

10.00 — 10.30 WIB

10.30 -11.00 WIB

11.00 - 12.00 WIB

Presentasi Hasil
Pengawasan PKA

1. Pengawasan
eksploitasi dan TPPO
pada anak

Penanggap :
Kepala Kepolisian
Republik Indonesia

2. Pengawasan Anak
Korban Jaringan
Terorisme

Penanggap:

Kepala Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme Republik
Indonesia

3. Pengawasan Anak
korban kekerasan di
ruang digital

Penanggap :

Menteri Komunikasi dan
Digital Republik
Indonesia

ECPAT Indonesia

Ai Maryati Solihah

Jenderal Pol. Drs.
Listyo Sigit Prabowo,
M.Si.

Margareth Aliyatul
Maemunah
Komjen Pol. Eddy

Hartono, S.1.LK., M.H.

Kawiyan

Meutya Viada Hafid

12.00 - 13.00 WIB
12.00 - 12.30 WIB

ISHOMA
Performance Band Anak
Berkebutuhan Khusus

Panitia
Dinas Sosial Provinsi
Jakarta

Sesi V:
Presentasi Hasil

Moderator :
Lani Diana

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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13.00 - 13.30 WIB

13.30 - 14.00 WIB

14.00 - 14.30 WIB

14.30 — 15.00 WIB

15.00 - 15.30 WIB

15.30 - 16.00 WIB

Pengawasan PKA

4. Pengawasan Anak
Korban Kejahatan
Seksual dan ABH

Penanggap :
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri Republik
Indonesia

5. Upaya Perlindungan
Anak Korban
Kekerasan Pada
Kondisi Anak Rentan

Penanggap :
Menteri Sosial Republik
Indonesia

6. Pengawasan hak
anak wilayah 3 T

Penanggap :
Menteri Desa

Dian Sasmita

Dr. Akmal Malik, M.Si

Diyah Puspitarini

Drs. Saifullah Yusuf

Sylvana Maria.A

H. Yandri Susanto,

Pembangunan Daerah S.Pt., M.Pd.
Tertinggal
16.00 - 16.10 WIB | Coffee Break Panitia

16.10 - 16.20 WIB

Pembacaan Kesimpulan,
Rekomendasi dan

Tim Substansi

Tindak Lanjut
16.20 - 17.30 WIB| Penutupan: MC
1. Performance Band Dinas Sosial DKI
Jakarta
2. Penutupan Ketua Ketua KPAI

KPAI

Catatan:

Ditandatangani secara
DIREKTUR JENDERAL

a elektronik oleh

e UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

e Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE !“p

v




		2024-11-15T11:35:57+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




